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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu 

atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja 

menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera 

Barat. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal, dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atas hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan 

Kinerja ini. 

      
 Padang, 30 Januari 2026 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, karena berkat rahmat-Nya, Kita dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan sebagai wujud 

pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU 

Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1Kpts/03/KPU/I/2018 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari 

pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja unit kerja 

Sekretariat di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Secara umum capaian 

sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

 

                Padang, 30 Januari 2026 
 

Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Sumatera Barat 
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Anggaran yang terealisasi pada Tahun 2025 
 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera 

Barat ini, secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum. 

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2025 disusun untuk 

menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan, serta 

sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat 

kepada stakeholders terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi 

dan misi serta sasaran strategisnya.  

RINGKASAN 

EKSEKUTIF
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Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara baik dan benar 

sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna 

mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) dan 

transparan (open government). Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian 

strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan 

dan sasaran.Pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran KPU Provinsi 

Sumatera Barat sebesar Rp.22.477.122.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat 

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta seratus dua puluh dua Ribu Rupiah), dengan 

realisasi sebesar Rp.22.433.624.630,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus 

Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga 

Puluh Rupiah). Realisasi anggaran yakni 99,81%, lebih tinggi dibandingkan 

dengan Tahun Anggaran 2024, pagu anggaran KPU sebesar  

Rp.192.440.071.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus 

Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar 

Rp.170.063.815.511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta 

Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah), dengan 

realisasi yakni 88.37%.                 

Tabel 
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 

NO 
TAHUN 

ANGGARAN 
PAGU REALISASI 

CAPAIAN 
% 

1 2025 Rp.22.477.122.000,-   Rp.22.433.624.630,- 99.81% 

2 2024    Rp.192.440.071.000,- Rp.170.063.815.511,- 88.37% 

3 2023 Rp.57.570.113.000,-   Rp. 52.742.275.943,- 91.61% 

4 2022 Rp. 20.689.313.000,-   Rp. 20.504.476.287,- 99.12% 

5 2021 Rp. 18.498.611.000,-   Rp. 18.436.876.801,- 99.67% 

6 2020   Rp. 109.308.812.000,- Rp. 103.823.522.100,- 94.92% 

7 2019 Rp. 34.639.855.000,-   Rp. 28.347.590.169,- 81.84% 
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Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di 

tahun 2025 adalah: 

1. JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan 

Peringkat III Terbaik sebagai Anggota JDIH KPU Tahun 2025 dalam 

kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan 

JDIH pada tanggal 17 - 20 November 2025 di Padang. 

2. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif 

0001329663201000 kategori Instansi Vertikal pada Malam Anugerah 

Keterbukaan Informasi Publik 2025, berdasarkan Keputusan Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/Kep/KI-PSB/XI/2025 

tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Publik pada Badan Publik Tahun 2025, yang digelar Komisi Informasi 

Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur, Selasa 18 

November 2025. 

3. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan kategori pencapaian 

pelaporan LHKPN Tahun 2024 pada kegiatan Rapat Koordinasi 

Pengawasan dan Pengendalian di lingkungan KPU dilaksanakan pada 

tanggal 20 sampai 22 Oktober 2025 di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat. 

4. KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih predikat sebagai KPU 

Provinsi/KIP Aceh Terfavorit dalam Pengelolaan Tahapan Rekapitulasi 

Suara pada Kegiatan Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan 

Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik 

Indonesia di Denpasar, Bali pada tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2025. 

 

 Disamping itu, beberapa capaian kinerja dan inovasi peningkatan 

kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 

Anggaran 2025 antara lain: 

1. Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Zona 

Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia. Selanjutnya telah dilaksanakan validasi dan 

visitasi oleh Tim Penilai Nasional Zona Integritas Kementerian PANRB. 

Saat ini KPU Provinsi Sumatera Barat sedang menunggu hasi penilaian 

Zona Integritas tersebut. 
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2. Peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi yang sangat signifikan pada 

tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai Keterbukaan 

Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat 47%, sedangkan pada tahun 2025 

bisa memperoleh nilai 91,72%, dan mendapatkan peringkat sebagai 

Lembaga Infomatif Peringkat V Kategori Instansi Vertikal dari Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Barat. 

3. Pada tahun 2025, KPU Sumatera Barat menetapkan penggunaan 3 (tiga) 

aplikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

sekaligus sebagai upaya implementasi mendukung pembangunan Zona 

Integritas dalam rangka mengurangi potensi Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Ketiga aplikasi tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan 

KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 27 Tahun 2025 adalah: 

a. Layanan Registrasi Tamu. Aplikasi ini dimaksudkan untuk 

memudahkan siapa saja yang ingin berkunjung ke KPU Provinsi 

Sumatera Barat, baik dalam rangka menemui pimpinan maupun 

layanan lainnya. 

b. Perpustakaan Hukum. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan 

masyarakat mengetahui literatur apa saja yang tersedia di KPU 

Provinsi Sumatera Barat serta layanan untuk fasilitasi membaca dan 

meminjam dalam jangka waktu tertentu. 

c. Sopan Sapa KPU. Aplikasi ini digunakan untuk pengarsipan secara 

digital dokumen-dokumen kepemiluan maupun non kepemiluan. 

4. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Hibah Tanah dan Bangunan 

dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 1.581 m2 dan Gedung 

kantor bekas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hibah 

tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Pramuka Raya No. 9, 

Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang, kode pos 25135. Tanah ini telah 

diterbitkan Sertifikatnya oleh BPN Kota Padang, yang bekerjasama 

dengan KPKNL Provinsi Sumatera Barat atas nama Pemerintah Republik 

Indonesia cq. Komisi Pemilihan Umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, 

mengamatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Berdasarkan  Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa ”Pemilihan Umum 

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, 

tetap dan mandiri”. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat 

KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk untuk 

mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi 

Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. 

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU 

Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi 

Sumatera Barat. 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada 

Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun 

dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan 

Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada 

Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan 

tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan 

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.  
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Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan 

tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang 

ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian 

dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan 

akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kinerja selama Tahun Anggaran 2025.  

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat 

dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang 

menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya 

serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel 

dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj). 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada 

Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun 

dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan 

Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada 

Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan 

tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan 

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.  

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud 

pertanggungjawaban Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat atas 
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pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam 

membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu kepada: 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; dan  

3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum. 

LKj Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat ini memberikan 

penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat 

selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (performance results) tahun 

2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance 

agreement) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat 

keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja 

digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan 

peningkatan kinerja. 

 

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat : 

1. Kedudukan 

Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi adalah 

lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.  

 

2. Tugas 
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Pasal 193 menyatakan bahwa Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas: 

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 

b. memberikan dukungan teknis dan administratif; 

c. membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan 

Pemilu; 

d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden; 

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU 

Provinsi; 

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan 

pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan 

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
 Dalam melaksanakan tugas di atas, pada Pasal 194 Sekretariat KPU 

Provinsi menyelenggarakan fungsi: 

a. membantu penyusunan program dan anggaran kerja serta pelaporan 

kegiatan di lingkungan di Provinsi; 

b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu 

kepada KPU Provinsi; 

c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di 

lingkungan KPU Provinsi; 

d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi; 

e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan 

kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu; 

g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 

serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan 
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h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU 

Provinsi berwenang: 

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan 

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan 

norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; 

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan 

kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan 

d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Kewajiban 

     Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:  

a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan; 

c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Struktur Organisasi 

  Sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

merupakan Sekretariat KPU Provinsi Tipe A, yang terdiri dari atas: 

1. Sekretaris  

2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik 

- Sub Bagian Keuangan 

- Sub Bagian Umum dan Logistik 

3. Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu 

- Sub Bagian Hukum 

- Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu 

4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi 
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- Sub Bagian Perencanaan 

- Sub Bagian Data dan Informasi 

5. Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat 

- Sub Bagian SDM 

- Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Masing-masing Bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Bagian. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang 

fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

(PPNPN).  

PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung 

Administrasi, Pengamanan Dalam/Security, Pramubakti dan Sopir. 

Selanjutnya PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada Tahun Anggaran 2022, 2023, 

2024 dan 2025. Pada akhir 2025, semua PPNPN yang ada di lingkungan 

KPU Provinsi Sumatera Barat dilantik menjadi PPPK, kecuali 6 (lima) orang 

karena terkendala administrasi. 

Pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat kelompok 

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF. JF merupakan 

sekelompok orang dengan jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang 

berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu, seperti Penata Kelola Pemilu Ahli Madya, Penata 

Kelola Pemilu Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Tata 

Kelola Pemilu, Analis Pengelola Keuangan dan Analis Hukum. 

 
2. Sumber Daya Manusia 

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera 

Barat pada tahun 2025 sebanyak 70 orang yang terdiri dari 46 orang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 orang Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) dan 6 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN). 
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Berikut ini merupakan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi 

Sumatera Barat, namun yang digambarkan hanya jabatan struktural dan 

fungsional saja, yakni sebagai berikut: 
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Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di 

lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik 

berikut: 

Grafik 1 
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat 

KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 
 

 

  

D. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT 

Setelah sukses melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat 

menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2025, sebagai 

berikut: 

1. Tetap melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; 

2. Melaksanakan dan menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

sekaligus Semester I dan Semester II Tahun 2025; 

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 

(WBBM). 
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

 

Kata Pengantar 

Memuat pengantar singkat terkait dengan LKjIP Tahun 2025 

Ikhtisar Eksekutif 

I Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja KPU 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 

Bab I Pendahuluan 

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi organisasi. 

 Bab II Perencanaan Kinerja 

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja 

Tahun Anggaran 2025. 

I

I

I 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

1. Capaian Kinerja Organisasi 

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

2. Realisasi Anggaran 

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan, 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian 

kerja. 

 Bab IV Penutup 

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Lampiran 

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2025 

2. Perjanjian Kinerja TA 2025 

3. Lain-lain yang dianggap perlu. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode 

perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025–2029, dengan 

ini terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka 

penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga 

dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025 yang mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020–2024/RPD yang 

digunakan selama masa transisi. PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode 

sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga 

Laporan Kinerja yang disusun adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja periode 

tersebut. 

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis KPU Tahun 

2025-2029, dan telah ditetapkan dengan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2025, 

tanggal 31 Desember 2025. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan 

KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 masih mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis 

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 

merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi 

pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya, 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan 

misi yang telah ditetapkan KPU. 

Renstra KPU RI tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, 

dengan menetapkan Keputusan Nomor 110/Pr.01.3-Kpt/13/Kpu-Prov/Xii/2020 

Tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 

2025 yang dilaksanakan juga masih mengacu kepada Renstra tersebut. 
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1. Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

  Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka 

menunjang dan membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam 

penyelenggaraan pemilu. Adapun visi tersebut yakni menjadi Penyelenggara 

Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. 

2. Misi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera 

Barat melaksanakan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan 

berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara 

Pemilu. 

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan 

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. 

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif 

dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. 

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam 

menyelenggarakan Pemilu Serentak. 

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak. 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh 

pemangku kepentingan. 

3. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai 

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 2020 sampai 

tahun 2025, yaitu:  

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan 

berintegritas;  

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, 

efisien dan efektif; dan  

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, 

Jujur dan Adil. 

4. Sasaran Strategis 

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang 

ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024, 
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maka Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 

melaksanakan 7 (tujuh) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:  

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten; 

2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan 

Kelancaran Tugas KPU; 

3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU;dan 

4. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum. 

 
 

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. 

 

      Tabel 2.1 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU  

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 
 

No 
Sasaran 

Program/Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1 
Meningkatnya 
Kapasitas SDM yang 

Berkompeten 

Persentase kesesuaian kompetensi 
pegawai terhadap standar 

komptensi penugasannya. 

100% 

2 

Terwujudnya 
Dukungan Sarana dan 
Prasarana Guna 

Meningkatkan 
Kelancaran Tugas KPU 

Persentase Tersedianya Sarana dan 
Prasarana untuk Memenuhi 
Kebutuhan Kerja Pegawai yang 

Berfungsi dengan Baik 

100% 

3 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 
Keuangan dan Kinerja 
KPU 

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas 

Kinerja KPU 
A 

 

4 

Terlaksananya 

pengelolaan dan 
pelayanan informasi 

hukum 

Persentase produk hukum yang 

dikelola dan didokumentasikan 
sesuai peraturan perundang-

undangan 

 

100% 

 

 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, maka KPU Provinsi Sumatera Barat 
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menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan 

target yang ingin dicapai pada tahun 2025.  

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

sebagaimana tabel berikut ini: 

 
Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2025 

 
 

No 

Sasaran 

Program/Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1 

Meningkatnya 

Kapasitas SDM yang 
Berkompeten 

Persentase kesesuaian kompetensi 

pegawai terhadap standar 
komptensi penugasannya. 

100% 

2 

Terwujudnya 
Dukungan Sarana dan 

Prasarana Guna 
Meningkatkan 

Kelancaran Tugas KPU 

Persentase Tersedianya Sarana dan 
Prasarana untuk Memenuhi 

Kebutuhan Kerja Pegawai yang 

Berfungsi dengan Baik 

100% 

3 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Keuangan dan Kinerja 

KPU 

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas 
Kinerja KPU 

A 

 
4 

Terlaksananya 
pengelolaan dan 

pelayanan informasi 
hukum 

Persentase produk hukum yang 
dikelola dan didokumentasikan 

sesuai peraturan perundang-
undangan 

 
100% 

 

 
 

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025 

Rencana Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan 

tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat. Rencana 

Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, 

arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja Program, 

Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 
Rencana Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 
 

Kode Nama Kegiatan Pagu (Rp) 

CQ 
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses 
Konsolidasi Demokrasi 

Rp.4.538.171.000,- 

CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Rp.4.538.171.000,- 

WA Program Dukungan Manajemen Rp.17.938.951.000,- 

WA.3355 Pengelolaan Keuangan Rp.7.958.594.000,- 

WA.3360 
Pelayanan Operasional Perkantoran dan 
Dukungan Sarana Prasarana 

Rp.9.969.229.000,- 

WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan Rp.11.128.000,- 

Total Rp.22.477.122.000,- 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja 

yang telah dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau dengan 

membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dijanjikan dalam 

dokumen Penjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 

2025. Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi, misi, dan strategi KPU Provinsi Sumatera Barat. Proses ini 

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna 

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran. 

Laporan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat 

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari 

masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian 

target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah 

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi KPU Provinsi Sumatera Barat. 

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Tahun 

2025 ini, KPU Provinsi Sumatera Barat mencantumkan 4 (dua) Sasaran 

Program/Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai Renstra KPU 

Provinsi Sumatera Barat 2020 – 2024, dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja 

Tahun 2025. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan 

program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari 

nilai tersebut yaitu: 
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Tabel 3.1 
Rentang Nilai dengan Kelompok/Klasifikasi Capaian Kinerja 

 
Kategori Rentang Nilai Interprestasi 

AA >90 s.d 100 Sangat Memuaskan 

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat 
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, 

dan efisien (Reform).Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. 

A >80 s.d 90 Memuaskan 

Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan 
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah 

dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. 

BB >70 s.d 80 Sangat Baik 

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unti kerja, baik itu unit kerja 
utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan 
mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki 

sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta 
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. 

B >60 s.d 70 Baik 

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit 
kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta 

komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai 
dengan level eselon 2/unti kerja 

CC >50 s.d 60 Cukup 

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak 
perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada untuk kerja. 

C >30 s.d 50 Kurang 

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi 
sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level 

pusat. 

D 0 – 30 Sangat Kurang 

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali 
belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak 

perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi 
SAKIP. 

 

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan 

bentuk pertanggungjawaban kinerja, yang memuat realisasi dan tingkat capaian 

kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 
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dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

pencapaian target indikator kinerja terdiri atas: 

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, 

maka digunakan rumus: 

Persentase capaian kinerja = 
𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka 

digunakan rumus:   

Persentase capaian kinerja = 
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕−(𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔𝒊−𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕)

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 Pada tahun 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 (empat) 

sasaran strategis. Keempat sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator 

kinerja. Pencapaian terhadap 4 (empat) sasaran tersebut dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2025 
 
 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target 

 
Realisasi 

 
Target 

Nasional 

% 
Capaian 

1 

Meningkatnya 
Kapasitas SDM 

yang 
Berkompeten 

Persentase 

kesesuaian 
kompetensi 
pegawai 

terhadap 
standar 

kompetensi 
penugasannya. 

100% 90% 

 
 
 
 

100% 

 

 
 
 

90% 

2 

Terwujudnya 
Dukungan 

Sarana dan 
Prasarana Guna 
Meningkatkan 

Kelancaran 
Tugas KPU 

Persentase 
Tersedianya 

Sarana dan 
Prasarana untuk 

Memenuhi 
Kebutuhan Kerja 

Pegawai yang 
Berfungsi 

dengan Baik 

100% 100% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

3 
Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Nilai Evaluasi 
atas   A BB 

 

B 
 

76,05 
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Keuangan dan 
Kinerja KPU 

Akuntabilitas 
Kinerja KPU 

 

4 

Terlaksananya 

pengelolaan dan 
pelayanan 

informasi hukum 

Persentase 

produk hukum 
yang dikelola 

dan 
didokumentasik

an sesuai 
peraturan 
perundang-

undangan 

 

 
 

 
100% 

 

 
 

 
100% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
 

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

  KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target 

kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi 

capaian kinerja sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Sasaran 1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten 

 

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari 

indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap 

standar kompetensi. 

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai 

PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera 

Barat yang lulus dengan yang mengikuti promosi dan rotasi jabatan, diklat 

jabatan, diklat kepemiluan, dan mengikuti kuliah S2 Tata Kelola Pemilu. 

Penempatan sudah sesuai dengan analisis jabatan dan analis beban 

kerja yang ditetapkan dengan memperhatikan kompetensi. Untuk 

meningkatkan kompetensi, Pegawai secara mandiri mengikuti pelatihan 

melalui aplikasi Simpel, dan beberapa pegawai meningkatkan kompetensi 

melalui jalur pendidikan dengan pembiayaan mandiri. Berkaitan dengan 

Diklat jabatan/kepemimpinan, tahun 2025 terealisasi untuk Diklat PIM II. 

Sedangkan diklat jabatan untuk PIM III dan IV masih belum tersedia. Pada 

Tahun 2025 tidak adanya diklat jabatan dan struktural yang dilaksanakan di 

KPU se Sumatera Barat. 
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Selanjutnya, masih ada SOTK yang belum terisi. Terdapat 1 jabatan 

yang kosong sejak 30 Agustus 2024 yaitu untuk jabatan Kepala Bagian 

Perencanaan, Data dan Informasi. 

 

Tabel 3.3 

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase 

Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi 

Penugasannya 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 

Persentase Kesesuaian Kompetensi 

Pegawai terhadap Standar Kompetensi 

Penugasannya 

100% 

 

90% 

 

90% 

 
 

Sasaran 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna 

Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi 

Sumatera Barat 

 

Sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna 

meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat, diukur dari 

indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk 

memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. 

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana 

dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan 

prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik negara (BMN). 

Berdasarkan Daftar Aset Tetap dan Rekapitulasi Pegawai di KPU 

Provinsi Sumatera Barat, jumlah sarana dan prasarana pegawai sangat 

mencukupi. Sarana dan prasarana tersebut selain berupa peralatan untuk 

melaksanakan pekerjaan sehari-hari namun juga sarana penunjang 

operasional kantor. Pada tahun 2025, selain melakukan pengadaan barang 

sarana dan prasarana baik intrakomptabel maupun ekstrakomptabel, KPU 

Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan renovasi gedung kantor serta 

pembuatan ruang kerja Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. 
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Tabel 3.4 

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase 

Tersedianya Kompetensi Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja 

Pegawai yang Berfungsi dengan Baik 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 

Persentase Tersedianya Kompetensi 

Prasarana untuk Memenuhi 

Kebutuhan Kerja Pegawai yang 

Berfungsi dengan Baik 

100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

   

Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 

KPU 

 

KPU Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatnya Nilai 

Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dengan 

nilai 76,05 (BB) yang sebelumnya di tahun 2023 dengan nilai 75,15 (BB). 

 

Tabel 3.5 

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai 
Akuntabilitas Kinerja KPU 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU A BB 76.05% 

 
 

Berdasarkan Laporan Nomor 184/PW.03-LP/12/2025 tanggal 17 

Oktober 2025 perihal Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP KPU Provinsi Sumatera 

Barat TA 2024 oleh Inspektorat KPU RI, yang disampaikan melalui Surat 

Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 3840/PW.03-SD/12/2025 tanggal 28 

Oktober 2025 perihal Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat TA 2024, yang mana dinyatakan 
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bernilai BB. Hal ini artinya indikator kinerja tersebut belum mencapai target 

dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2020 - 2024 dan Perjanjian 

Kinerja TA 2025, dengan hasil analisa bahwa:  

1. Catatan Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja, bahwa Komponen 

perencanaan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 

sebesar 23,70 dari bobot sebesar 30,00. Catatan kekurangan komponen 

perencanaan kinerja adalah KPU Provinsi Sumatera Barat telah memiliki 

Indikator Kinerja Utama (IKU) namun masih belum sesuai dengan tugas 

dan fungsi seperti adanya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 

Laporan Keuangan. Untuk tindaklanjutnya pada Indikator Kinerja Utama 

(IKU) tahun 2024 sudah diperbaiki sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Selanjutnya untuk IKU tahun 2025 menunggu Rencana Strategis (Renstra) 

KPU RI yang akan dijadikan sebagai acuan Renstra KPU Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2025. Namun dikarenakan Renstra KPU RI 

ditetapkan pada 31 Desember 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat masih 

menggunakan IKU berdasarkan Renstra sebelumnya.  

2. Catatan Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja, bahwa Komponen 

pengukuran kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 

sebesar 22,50 dari bobot sebesar 30,00. Tidak terdapat catatan pada 

komponen Pengukuran Kinerja, dengan tindaklanjutnya akan dilakukan 

pada TA 2026.  

3. Catatan Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja, bahwa Dokumen Laporan 

Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misal 

persentase tingkat partisipasi pemilih Kabupaten/Kota dengan persentase 

tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional. Dokumen Laporan Kinerja telah 

menginfokan capaian kinerja dengan target capaian kinerja namun belum 

menginfokan upaya yang dilakukan beserta hambatannya. Dengan 

tindaklanjut Perbandingan capaian kinerja dengan target pusat serta 

hambatan dan upaya yang telah dilakukan akan dituangkan di dalam 

Laporan Kinerja Tahun 2025.  

4. Catatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan oleh SDM yang belum pernah 

mengikuti pelatihan Evaluasi AKIP (karena memang belum ada pelatihan 

untuk Evaluator Internal AKIP) dan belum seluruh rekomendasi atas hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditindaklanjuti. 
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Adapun perbandingan hasil evaluasi penilaian SAKIP KPU Provinsi 

Sumatera Barat selama 4 (empat) tahun terakhir yakni: 

Tabel 3.6 

Perbandingan Penilaian SAKIP 

 

No 
Komponen 
yang dinilai 

2021 2022 2023 2024 

Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai 

a 
Perencaan 
Kinerja 

30,00 25,79 30,00 24,60 30,00 22,80 30,00 23,70 

b 
Pengukuran 
Kinerja 

25,00 17,33 30,00 24,00 30,00 22,50 30,00 22,50 

c 
Pelaporan 
Kinerja 

15,00 12,66 15,00 10,35 15,00 11,85 15,00 11,85 

d 
Evaluasi 
Kinerja 

10,00 0,00 25,00 16,00 25,00 18,00 25,00 18,00 

e 
Nilai Hasil 
Evaluasi 

100,00 63,28 100,00 74,95 100,00 75,15 100,00 76,05 

Tingkat 
Akuntabilitas 

Kinerja 
B BB BB BB 

 
 

Sasaran 4 Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Hukum 

 

 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum yang 

baik dan sesuai dengan arahan KPU RI, baik itu dari segi format maupun 

aplikasi seluruhnya sudah dikelola denga baik. 

Tiap usulan dan/atau rekomendasi penerbitan Keputusan, baik 

Keputusan Ketua maupun Keputusan Sekretaris telah dilakukan sesuai 

dengan SOP Penyusunan Keputusan KPU di Lingkungan KPU Provinsi 

Sumatera Barat. Untuk Keputusan yang dapat disebarluaskan kepada publik 

sudah diunggah ke laman JDIH KPU Sumbar  https://jdih.kpu.go.id/sumbar, 

dan sebagai media informasi dan edukasi yang berkaitan dengan produk 

hukum melalui akun Instagram jdihkpu_sumbar. 

 

Tabel 3.7 
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Produk Hukum 

yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-

undangan 

 

https://jdih.kpu.go.id/sumbar
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Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 

Persentase produk hukum yang dikelola dan 

didokumentasikan sesuai peraturan 

perundang-undangan 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

  

 
C. REALISASI ANGGARAN 

Pada tahun 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu 

anggaran sebesar Rp. 22.477.122.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus 

Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Realisasi 

anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 

22.433.624.630,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta 

Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yakni 

99,81% dari pagu anggaran tahun 2025. Adapun realisasi anggaran dengan 

rincian sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 3.8 

Tabel Realisasi Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat 2025 
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Grafik 2 
Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2019 s/d 2025 
 

 

D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA 

1. JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Peringkat 

III Terbaik sebagai Anggota JDIH KPU Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat 

Koordinasi Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDIH pada tanggal 17 

- 20 November 2025 di Padang. 
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Gambar 2 

JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan  
Peringkat III sebagai Anggota JDIH KPU Tahun 2025 

 
 

2. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif V kategori 

Instansi Vertikal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 

2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Auditorium 

Istana Gubernur, Selasa 18 November 2025. 
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Gambar 3 
KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif V  

kategori Instansi Vertikal 2025  
 
 

3. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan kategori Pencapaian 

Pelaporan LHKPN Tahun 2024 pada kegiatan Rapat Koordinasi 

Pengawasan dan Pengendalian di lingkungan KPU, dilaksanakan pada 

tanggal 20 sampai 22 Oktober 2025 di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4 
KPU Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan kategori  

Pencapaian Pelaporan LHKPN Tahun 2024 
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4. KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih predikat sebagai KPU 

Provinsi/KIP Aceh Terfavorit dalam Pengelolaan Tahapan Rekapitulasi 

Suara pada Kegiatan Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan 

Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik 

Indonesia di Denpasar, Bali pada tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2025. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 
KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat sebagai  

KPU Provinsi Terfavorit dalam Pengelolaan Tahapan Rekapitulasi Suara  

 

5. KPU Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Satuan Kerja Pelaksana 

Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selanjutnya telah 

dilaksanakan validasi dan visitasi oleh Tim Penilai Nasional Zona Integritas 

Kementerian PANRB. Saat ini, KPU Provinsi Sumatera Barat sedang 

menunggu hasi penilaian Zona Integritas tersebut.  

6. Peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi yang sangat signifikan pada 

tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai Keterbukaan 

Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat 47%, sedangkan pada tahun 2025 

bisa memperoleh nilai 91,72%, dan mendapatkan peringkat sebagai 

Lembaga Infomatif Peringkat V Kategori Instansi Vertikal dari Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Barat. 

7. Pada tahun 2025, KPU Sumatera Barat menetapkan penggunaan 3 (tiga) 

aplikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
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sekaligus sebagi upaya implementasi mendukung pembangunan Zona 

Integritas dalam rangka mengurangi potensi Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Ketiga aplikasi tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan 

KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 27 Tahun 2025 adalah: 

a.   Layanan Registrasi Tamu. Aplikasi ini dimaksudkan untuk 

memudahkan siapa saja yang ingin berkunjung ke KPU Provinsi 

Sumatera Barat, baik dalam rangka menemui pimpinan maupun 

layanan lainnya. 

b.   Perpustakaan Hukum. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan 

masyarakat mengetahui literatur apa saja yang tersedia di KPU 

Provinsi Sumatera Barat serta layanan untuk fasilitasi membaca dan 

meminjam dalam jangka waktu tertentu. 

c.   Sopan Sapa KPU. Aplikasi ini digunakan untuk pengarsipan secara 

digital dokumen-dokumen kepemiluan maupun non kepemiluan. 

8. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Hibah Tanah dan Bangunan 

dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 1.581 m2 dan Gedung 

kantor bekas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hibah 

tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Pramuka Raya No. 9, 

Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang, kode pos 25135. Tanah ini telah 

diterbitkan Sertifikatnya oleh BPN Kota Padang, yang bekerjasama 

dengan KPKNL Provinsi Sumatera Barat atas nama Pemerintah Republik 

Indonesia cq. Komisi Pemilihan Umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 34 

 

BAB IV 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

 
Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 

merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu dan 

Pemilihan di Sumatera Barat. Berdasarkan Hasil evaluasi capaian kinerja 

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, masih membutuhkan 

perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar 

capaian kinerja pada Tahun 2026 lebih baik lagi.  

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 

capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 99,81%, dalam kondisi efisiensi 

anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

Selama Tahun Anggaran 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat telah sukses 

menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilihan 2024 antara lain telah 

Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera 

Barat Pemilihan Tahun 2024; telah melaksanakan tahapan Evaluasi Pemilihan 

2024; telah melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan telah 

melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi pilot project satuan kerja yang telah 

melaksanakan Pembangunan Zona Integritas, dan juga telah dievaluasi oleh 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 

November 2025 lalu dan saat ini menunggu hasil penilainnya. 

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 

Rp 22.433.624.630,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta 

Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yakni  

99,81% dari total pagu anggaran sebesar Rp 22.477.122.000,- (Dua Puluh Dua 

Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seatus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). 
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B. Rekomendasi 

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh 

KPU Provinsi Sumatera Barat, terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas 

kinerja dan anggaran dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus 

ditingkatkan melalui, antara lain:   

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan 

dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, 

elektronik dan media sosial secara kontinyu, mulai dari Tahapan 

Pemutakhiran Data Pemilih, bukan hanya menjelang Tahapan Pemungutan 

Suara, dan juga dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan lainnya.  

2. Memperbaiki materi pendidikan pemilih, agar lebih mencerdaskan pemilih 

dalam menggunakan hak pilihnya; pemilih yang fokus mencermati program 

yang diusung oleh kandidat; pemilih yang memperhatikan rekam jejak 

kandidat untuk memilah mana yang kompeten atau tidak kompeten memimpin 

ke depannya; agar mengerti kebermanfaatan memilih calon pemimpin yang 

bertujuan untuk mensejahterakan Masyarakat. Pada akhirnya Pendidikan 

pemilih itu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilihan dan dengan sendirinya akan 

mengurangi money politics. 

3. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi 

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kepada pemangku 

kepentingan, sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang 

jujur dan adil bagi para peserta Pemilu dan Pemilihan. 

 
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Tahun Anggaran 

2025 dibuat, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi deskripsi 

kinerja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Sumatera Barat, sehingga 

bermanfaat dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 

selanjutnya, terima kasih.            

Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sumatera Barat 

 

 

 

                    

 



ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI %

100% 100% 100%

4,538,171,000 4,538,055,023 100%

100% 100% 100%

A BB 76,05

90-100 Informatif 91,72

100% 90% 90%

100% 100% 100%

A BB 76,05

100% 100% 100%

Gaji dan Tunjangan 7,958,594,000 7,950,254,011 99.90%

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 9,944,427,000 9,910,256,572 99.66%

Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 24,802,000 24,514,479 98.84%

Layanan Perkantoran

Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatnya Kelancaran tugas KPU

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang 

berfungsi dengan baik

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

1

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada

Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

2 Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas

Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum

Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-

undangan

Pengelolaan Keuangan

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman

dan damai

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

BELANJA CAPAIAN KINERJA
No Uraian







 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

Unit Organisasi  :   KPU Provinsi Sumatera Barat 

Tahun Anggaran  :   2025 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional 
dan Berintegritas. 

a. Terwujudnya Sistem 

Informasi dalam Tahapan 
Pemilu yang andal dan 

berkualitas. 

Persentase digitalisasi informasi 

pemilu yang mutakhir dan 
dipublikasikan pada publik 

100% 

b. Terwujudnya SDM dan 

Lembaga KPU Provinsi 
Sumatera Barat yang 

berkualitas 

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU  A 

 

Nilai Keterbukaan Informasi Publik 

 

90-100 

2 Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, 
Rahasia, Jujur dan Adil. 

 Terwujudnya Pemilu Serentak 
yang aman dan damai disertai 

penyelesaian sengketa hukum 
yang baik 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan Pemilu dan 
Pemilihan yang aman dan damai 

100% 

 

 

 

 
 

Padang, 23 Desember 2024 

 

 
 







 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
                                  Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang. 

Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbar@kpu.go.id 
  

 

 
RENCANA KINERJA TAHUNAN 

 

Unit Organisasi  :   Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat 

Tahun Anggaran  :   2025 

 

No 
Sasaran 

Program/Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

1 

Meningkatnya 

Kapasitas SDM yang 
Berkompeten 

Persentase kesesuaian kompetensi 

pegawai terhadap standar komptensi 
penugasannya. 

100% 

2 

Terwujudnya 

Dukungan Sarana dan 
Prasarana Guna 
Meningkatkan 

Kelancaran Tugas KPU 

Persentase Tersedianya Sarana dan 

Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan 
Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan 

Baik 

100% 

3 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Keuangan dan Kinerja 
KPU 

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja 
KPU 

A 

 
4 

Terlaksananya 
pengelolaan dan 

pelayanan informasi 
hukum 

Persentase produk hukum yang dikelola 
dan didokumentasikan sesuai peraturan 

perundang-undangan 

 
100% 

 

           

        Padang, 23 Desember 2024 
                     
                     

 

 

 

mailto:prov_sumbar@kpu.go.id


NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.654301/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:2351-7213-1651-5720

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

A. Dasar Hukum:
Revisi ke 17

Tanggal : 26 Januari 2026

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

(01): Komisi Pemilihan Umum

(08): SUMATERA BARAT

: (654301) KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 22.477.122.000  (  DUA PULUH DUA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA SERATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH  )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.17.938.951.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP Rp.

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0

1. Rupiah Murni

Rp.

- PNBP TA Berjalan Rp. 0

4.538.171.000

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

0

4.538.171.000

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
Rp.1. KPPN   P A D A N G 22.477.122.000(010)

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

LUKY ALFIRMAN

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 197003271995031002

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

Satker (654301)  KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT:

DS:2351-7213-1651-5720

NOMOR :  DIPA- 076.01.2.654301/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 4.538.171.000

CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Rp. 4.538.171.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 17.938.951.000

WA.3355 Pengelolaan Keuangan Rp. 7.958.594.000

WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Rp. 9.969.229.000

WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan Rp. 11.128.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (654301):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (076)

(01)

(08)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum

SUMATERA BARAT

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 076.01.2.654301/2025
DS:2351-7213-1651-5720

076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 4.538.171.000Program :

Kegiatan 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 4.538.171.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6639.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1,00 4.538.171.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah
Pemilihan dan Alokasi Kursi

1.00 Lembaga 4.538.171.000

:

:

Lembaga, Unit Kerja, Tim

076.01.WA Program Dukungan Manajemen 17.938.951.000Program :

Kegiatan 3355 Pengelolaan Keuangan 7.958.594.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 7.958.594.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 7.958.594.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

Kegiatan 3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana 9.969.229.000:

:

3360.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 9.944.427.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 9.944.427.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

3360.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1,00 24.802.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 1.00 Unit 24.802.000

:

:

Unit, m2, Paket



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (654301):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (076)

(01)

(08)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum

SUMATERA BARAT

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 076.01.2.654301/2025
DS:2351-7213-1651-5720

Kegiatan 7018 Pendataan DPT Berkelanjutan 11.128.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

7018.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 1,00 11.128.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 QDB.002 Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan 1.00 Lembaga 11.128.000

:

:

Lembaga, Unit Kerja, Tim

Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

Jakarta, 02 Desember 2024

Komisi Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (654301):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (076)

(01)

(08)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum

SUMATERA BARAT

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 076.01.2.654301/2025
DS:2351-7213-1651-5720

1. Anggaran Tahun 2025

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP Rp.

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.477.122.000

17.938.951.000

0

0

4.538.171.000

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

4.538.171

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41 IDRPEMERINTAHPROVINSI 4.538.171,00

USD270/16/BKPol/202

IDR2N559QNA 4.538.171,00

5 4.538.171

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 076.01.2.654301/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (654301): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (076)

(01)

(08)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum

SUMATERA BARAT

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2351-7213-1651-5720

654301 KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT 7.958.594 14.255.276 263.252 - - 22.477.122

076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi - 4.299.721 238.450 - - 4.538.171

6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada - 4.299.721 238.450 - - 4.538.171

6639.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 4.299.721 238.450 - - 4.538.171 08 55.

(08.55  SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)

-238.450 2N559QNA4.538.171- 0104.299.721 -HLD10

076.01.WA Program Dukungan Manajemen 7.958.594 9.955.555 24.802 - - 17.938.951

3355 Pengelolaan Keuangan 7.958.594 - - - - 7.958.594

3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7.958.594 - - - - 7.958.594 08 55.

(08.55  SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)

-- 7.958.5947.958.594 010- -RM01

3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana - 9.944.427 24.802 - - 9.969.229

3360.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - 9.944.427 - - - 9.944.427 08 55.

(08.55  SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)



NOMOR :  DIPA- 076.01.2.654301/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (654301): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (076)

(01)

(08)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum

SUMATERA BARAT

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2351-7213-1651-5720

-- 9.944.427- 0109.944.427 -RM01

3360.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 24.802 - - 24.802 08 55.

(08.55  SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)

-24.802 24.802- 010- -RM01

7018 Pendataan DPT Berkelanjutan - 11.128 - - - 11.128

7018.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 11.128 - - - 11.128 08 55.

(08.55  SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)

-- 11.128- 01011.128 -RM01

JUMLAH 7.958.594 14.255.276 263.252 - - 22.477.122

Sekretaris Jenderal

Bernad Dermawan Sutrisno

Komisi Pemilihan Umum

ttd.

NIP 197410051993011001

Jakarta, 02 Desember 2024



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

(08)

Unit Organisasi

(654301)

Kementerian Negara/Lembaga

Komisi Pemilihan Umum(01)

Kode/Nama Satker

(076)

:

:

SUMATERA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:2351-7213-1651-5720
NOMOR :  DIPA- 076.01.2.654301/2025

6543011. KPU  PROVINSI SUMATERA
BARAT

1.069.6501.325.8395.843.715 1.231.6171.050.080 22.477.1221.557.759 1.015.968 1.081.6921.422.5733.396.718 1.873.5261.607.985RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 486.199 7.958.594490.150 1.021.987 507.622 514.108 1.133.256 584.304 596.463 589.943 633.991 673.526 727.044

BELANJA BARANG 1.015.941 14.255.2762.790.064 4.764.279 906.073 811.731 474.729 465.775 419.505 479.707 447.701 1.200.000 479.771

BELANJA MODAL 55.620 263.252116.504 57.448 8.878 0 0 0 0 0 0 0 24.802

076.01.CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Pilkada

2.217.307 00000000168.9591.093.3451.058.559 4.538.171

52 BELANJA BARANG DAN JASA 1.002.939 4.299.7212.100.803 1.035.897 160.081 0 0 0 0 0 0 0 0

53 BELANJA MODAL 55.620 238.450116.504 57.448 8.878 0 0 0 0 0 0 0 0

076.01.WA.3355 Pengelolaan Keuangan 490.150 727.044673.526633.991589.943596.463584.3041.133.256514.108507.6221.021.987486.199 7.958.594

51 BELANJA PEGAWAI 486.199 7.958.594490.150 1.021.987 507.622 514.108 1.133.256 584.304 596.463 589.943 633.991 673.526 727.044

076.01.WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran
dan Dukungan Sarana Prasarana

689.261 493.4451.200.000447.701479.707419.505465.775474.729811.731745.9923.728.38213.001 9.969.229

52 BELANJA BARANG DAN JASA 13.001 9.944.427689.261 3.728.382 745.992 811.731 474.729 465.775 419.505 479.707 447.701 1.200.000 468.643

53 BELANJA MODAL 0 24.8020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.802

076.01.WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan 0 11.1280000000000 11.128

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 11.1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.128

Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

Jakarta, 02 Desember 2024

Komisi Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal
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Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

654301

Realisasi TA 2025

%

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 1 dari 7

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

0 22,433,624,630 43,497,37099.81 %JUMLAH SELURUHNYA 20,527,068,872 1,906,555,75822,477,122,000

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 4,538,055,023 115,9774,538,171,000 100.00CQ 4,538,055,023 00

CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 4,538,055,023 115,9774,538,171,000 100.004,538,055,023 00

BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 4,538,055,023 115,9774,538,171,000 100.004,538,055,023 00

BDB.001
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi

4,538,055,023 115,9774,538,171,000 100.004,538,055,023 00

051
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi

4,538,055,023 115,9774,538,171,000 100.004,538,055,023 00

051.0A Perencanaan Program, Anggaran, Organisasi dan Tata Laksana 1,900,858,184 8161,900,859,000 100.001,900,858,184 00

521211 Belanja Bahan 584,787,800 200584,788,000 100.00584,787,800 00

522141 Belanja Sewa 88,520,000 088,520,000 100.0088,520,000 00

522151 Belanja Jasa Profesi 27,400,000 027,400,000 100.0027,400,000 00

522191 Belanja Jasa Lainnya 11,575,000 011,575,000 100.0011,575,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 219,475,384 616219,476,000 100.00219,475,384 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,210,000 02,210,000 100.002,210,000 00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 966,890,000 0966,890,000 100.00966,890,000 00

051.0B Pemutakhiran Data Pemilih 45,312,204 79645,313,000 100.0045,312,204 00

521211 Belanja Bahan 17,611,734 26617,612,000 100.0017,611,734 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27,020,470 53027,021,000 100.0027,020,470 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680,000 0680,000 100.00680,000 00

051.0C
Pencalonan, Kampanye, Audit Dana Kampanye dan Proses
Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

356,160,020 980356,161,000 100.00356,160,020 00

521211 Belanja Bahan 27,866,000 027,866,000 100.0027,866,000 00

522191 Belanja Jasa Lainnya 21,210,000 021,210,000 100.0021,210,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 219,604,020 980219,605,000 100.00219,604,020 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,870,000 01,870,000 100.001,870,000 00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 85,610,000 085,610,000 100.0085,610,000 00

051.0D Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Kehumasan 395,140,947 1,053395,142,000 100.00395,140,947 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

654301

Realisasi TA 2025

%

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 2 dari 7

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

521211 Belanja Bahan 47,696,514 48647,697,000 100.0047,696,514 00

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 9,605,000 09,605,000 100.009,605,000 00

522141 Belanja Sewa 6,400,000 06,400,000 100.006,400,000 00

522151 Belanja Jasa Profesi 39,900,000 039,900,000 100.0039,900,000 00

522191 Belanja Jasa Lainnya 23,650,000 023,650,000 100.0023,650,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93,464,433 56793,465,000 100.0093,464,433 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20,060,000 020,060,000 100.0020,060,000 00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 154,365,000 0154,365,000 100.00154,365,000 00

051.0E Sengketa Pemilihan 525,573,339 661525,574,000 100.00525,573,339 00

521211 Belanja Bahan 8,379,800 2008,380,000 100.008,379,800 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 517,193,539 461517,194,000 100.00517,193,539 00

051.0F Badan Adhoc dan SDM 466,100,201 799466,101,000 100.00466,100,201 00

521211 Belanja Bahan 316,451,000 0316,451,000 100.00316,451,000 00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 58,250,000 058,250,000 100.0058,250,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72,795,651 34972,796,000 100.0072,795,651 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18,603,550 45018,604,000 100.0018,603,550 00

051.0G Pengelolaan Logistik Pemilihan 290,683,304 50,696290,734,000 99.98 %290,683,304 00

521211 Belanja Bahan 27,266,000 027,266,000 100.0027,266,000 00

522141 Belanja Sewa 18,850,000 018,850,000 100.0018,850,000 00

522191 Belanja Jasa Lainnya 36,158,000 036,158,000 100.0036,158,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 146,359,304 696146,360,000 100.00146,359,304 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62,050,000 50,00062,100,000 99.92 %62,050,000 00

051.0H Laporan Keuangan Pemilihan 230,776,150 33,850230,810,000 99.99 %230,776,150 00

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 1,170,000 01,170,000 100.001,170,000 00

521211 Belanja Bahan 10,026,075 23,92510,050,000 99.76 %10,026,075 00

522141 Belanja Sewa 6,000,000 06,000,000 100.006,000,000 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

654301

Realisasi TA 2025

%

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 3 dari 7

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

522151 Belanja Jasa Profesi 1,800,000 01,800,000 100.001,800,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 209,570,075 9,925209,580,000 100.00209,570,075 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,210,000 02,210,000 100.002,210,000 00

051.0I Operasional dan Administrasi Perkantoran 327,450,674 26,326327,477,000 99.99 %327,450,674 00

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 32,887,300 70032,888,000 100.0032,887,300 00

522111 Belanja Langganan Listrik 8,003,405 1,5958,005,000 99.98 %8,003,405 00

522191 Belanja Jasa Lainnya 2,380,000 02,380,000 100.002,380,000 00

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4,132,000 04,132,000 100.004,132,000 00

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32,612,000 032,612,000 100.0032,612,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,330,000 08,330,000 100.008,330,000 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 680,000 0680,000 100.00680,000 00

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 238,425,969 24,031238,450,000 99.99 %238,425,969 00

Program Dukungan Manajemen 17,895,569,607 43,381,39317,938,951,000 99.76 %WA 15,989,013,849 1,906,555,7580

WA.3355 Pengelolaan Keuangan 7,950,254,011 8,339,9897,958,594,000 99.90 %7,218,548,113 731,705,8980

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 7,950,254,011 8,339,9897,958,594,000 99.90 %7,218,548,113 731,705,8980

EBA.994 Layanan Perkantoran 7,950,254,011 8,339,9897,958,594,000 99.90 %7,218,548,113 731,705,8980

001 Gaji dan Tunjangan 7,950,254,011 8,339,9897,958,594,000 99.90 %7,218,548,113 731,705,8980

001.0A Gaji dan Tunjangan 5,981,519,878 7,293,1225,988,813,000 99.88 %5,470,883,226 510,636,6520

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,238,661,841 36,1592,238,698,000 100.002,076,907,261 161,754,5800

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31,335 66532,000 97.92 %29,298 2,0370

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 162,236,824 176162,237,000 100.00150,406,662 11,830,1620

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 61,231,809 19161,232,000 100.0056,767,738 4,464,0710

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 161,060,000 0161,060,000 100.00149,710,000 11,350,0000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 74,228,000 074,228,000 100.0068,926,000 5,302,0000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 21,431,707 29321,432,000 100.0021,390,619 41,0880

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 128,690,340 660128,691,000 100.00119,203,320 9,487,0200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

654301

Realisasi TA 2025

%

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 4 dari 7

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

511129 Belanja Uang Makan PNS 317,762,000 4,140,000321,902,000 98.71 %256,495,000 61,267,0000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 63,160,000 063,160,000 100.0058,545,000 4,615,0000

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 2,753,026,022 3,114,9782,756,141,000 99.89 %2,512,502,328 240,523,6940

001.0B Uang Kehormatan 1,349,381,950 1,0501,349,383,000 100.001,241,407,268 107,974,6820

511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 1,349,381,950 1,0501,349,383,000 100.001,241,407,268 107,974,6820

001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK 619,352,183 1,045,817620,398,000 99.83 %506,257,619 113,094,5640

511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 418,879,765 235418,880,000 100.00352,677,365 66,202,4000

511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6,664 3,33610,000 66.64 %5,724 9400

511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 26,767,985 1,01526,769,000 100.0023,338,925 3,429,0600

511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 6,236,359 6416,237,000 99.99 %5,586,935 649,4240

511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 33,120,000 033,120,000 100.0028,800,000 4,320,0000

511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 24,900,410 59024,901,000 100.0021,496,670 3,403,7400

511628 Belanja Uang Makan PPPK 97,946,000 1,040,00098,986,000 98.95 %65,732,000 32,214,0000

511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK 11,495,000 011,495,000 100.008,620,000 2,875,0000

WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana 9,934,771,051 34,457,9499,969,229,000 99.65 %8,759,921,191 1,174,849,8600

EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 9,910,256,572 34,170,4289,944,427,000 99.66 %8,737,515,712 1,172,740,8600

EBA.994 Layanan Perkantoran 9,910,256,572 34,170,4289,944,427,000 99.66 %8,737,515,712 1,172,740,8600

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 9,910,256,572 34,170,4289,944,427,000 99.66 %8,737,515,712 1,172,740,8600

002.0A Layanan Perkantoran 8,816,124,070 9,965,9308,826,090,000 99.89 %8,381,534,367 434,589,7030

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2,861,228,195 4,8052,861,233,000 100.002,785,746,326 75,481,8690

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 86,140,000 086,140,000 100.0072,900,000 13,240,0000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,931,400 3,6001,935,000 99.81 %1,931,400 00

521211 Belanja Bahan 69,687,160 87,84069,775,000 99.87 %37,952,760 31,734,4000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 693,900,000 0693,900,000 100.00690,200,000 3,700,0000

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel 11,812,000 188,00012,000,000 98.43 %10,916,000 896,0000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6,635,691 364,3097,000,000 94.80 %2,348,487 4,287,2040

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

654301

Realisasi TA 2025

%

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 5 dari 7

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

522111 Belanja Langganan Listrik 136,641,931 347,069136,989,000 99.75 %125,027,540 11,614,3910

522112 Belanja Langganan Telepon 564,406 35,594600,000 94.07 %523,092 41,3140

522113 Belanja Langganan Air 15,653,607 846,39316,500,000 94.87 %10,962,833 4,690,7740

522141 Belanja Sewa 1,662,275,000 6,490,0001,668,765,000 99.61 %1,661,275,000 1,000,0000

522191 Belanja Jasa Lainnya 2,908,844,758 55,2422,908,900,000 100.002,698,769,778 210,074,9800

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 125,138,285 260,715125,399,000 99.79 %79,216,235 45,922,0500

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 111,438,419 503,581111,942,000 99.55 %102,856,119 8,582,3000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110,198,793 713,207110,912,000 99.36 %86,874,372 23,324,4210

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600,000 0600,000 100.00600,000 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13,434,425 65,57513,500,000 99.51 %13,434,425 00

002.0B Pindahan KRO 7018 (Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan) 53,015,050 3,640,95056,656,000 93.57 %25,867,500 27,147,5500

521211 Belanja Bahan 24,328,500 2,327,50026,656,000 91.27 %7,261,500 17,067,0000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23,886,550 113,45024,000,000 99.53 %16,356,000 7,530,5500

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000 1,200,0006,000,000 80.00 %2,250,000 2,550,0000

002.0C Dukungan Supervisi  Asistensi PSU Kabupaten Pasaman 67,780,000 60,00067,840,000 99.91 %67,780,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67,780,000 60,00067,840,000 99.91 %67,780,000 00

002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 16,895,359 877,64117,773,000 95.06 %0 16,895,3590

521211 Belanja Bahan 0 4,0004,000 0.00 %0 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16,895,359 873,64117,769,000 95.08 %0 16,895,3590

002.LD Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan 12,461,200 38,80012,500,000 99.69 %12,461,200 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,461,200 38,80012,500,000 99.69 %12,461,200 00

002.LE Monitoring dan Evaluasi PBJ 9,582,270 17,7309,600,000 99.82 %9,582,270 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9,582,270 17,7309,600,000 99.82 %9,582,270 00

002.LF Sosialiasi Pendidikan Pemilih  Operasional PPID 36,197,550 1,171,45037,369,000 96.87 %17,733,000 18,464,5500

521211 Belanja Bahan 20,794,550 304,45021,099,000 98.56 %3,400,000 17,394,5500

522151 Belanja Jasa Profesi 2,700,000 697,0003,397,000 79.48 %1,800,000 900,0000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
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LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

654301

Realisasi TA 2025

%

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 6 dari 7

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 510,000 170,000680,000 75.00 %340,000 170,0000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12,193,000 012,193,000 100.0012,193,000 00

002.LG
Rapat Koordinasi Nasional KPU, Perencanaan, Organisasi dan Evaluasi

306,392,390 5,642,610312,035,000 98.19 %45,425,246 260,967,1440

521211 Belanja Bahan 1,332,000 3,0001,335,000 99.78 %1,332,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177,912,415 87,585178,000,000 99.95 %5,170,000 172,742,4150

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,700,000 02,700,000 100.002,700,000 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 124,447,975 5,552,025130,000,000 95.73 %36,223,246 88,224,7290

002.LH Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU 11,246,518 48211,247,000 100.0011,246,518 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11,246,518 48211,247,000 100.0011,246,518 00

002.LI RAKORWAS 18,856,207 79318,857,000 100.0018,856,207 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18,856,207 79318,857,000 100.0018,856,207 00

002.LJ Tambahan Revisi Pendataan DPTb Berkelanjutan 25,773,840 4,471,16030,245,000 85.22 %19,479,500 6,294,3400

521211 Belanja Bahan 5,848,000 2,0005,850,000 99.97 %5,848,000 00

522151 Belanja Jasa Profesi 2,000,000 02,000,000 100.002,000,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,481,500 63,50011,545,000 99.45 %11,481,500 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150,000 0150,000 100.00150,000 00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6,294,340 4,405,66010,700,000 58.83 %0 6,294,3400

002.TR
TAMBAHAN REVISI FASILITASI RAPAT KOORDINASI TEKNIS
PEMILU DAN PILKADA

24,605,446 13,55424,619,000 99.94 %24,605,446 00

521211 Belanja Bahan 2,329,500 5002,330,000 99.98 %2,329,500 00

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000 03,600,000 100.003,600,000 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17,655,946 13,05417,669,000 99.93 %17,655,946 00

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,020,000 01,020,000 100.001,020,000 00

002.VI Tambahan Kegiatan SDM Rev 5 DJA 58,839,768 246,23259,086,000 99.58 %44,599,624 14,240,1440

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19,962,544 223,45620,186,000 98.89 %5,722,400 14,240,1440

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38,877,224 22,77638,900,000 99.94 %38,877,224 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



Periode Desember 2025

Satuan Kerja :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

654301

Realisasi TA 2025

%

KPU  PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Ini s.d. Periode

SISA
ANGGARANLock PaguUraian

Hal 7 dari 7

Periode Lalu

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

01Unit Organisasi KOMISI PEMILIHAN UMUM

076Kementerian : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pagu Revisi

002.VJ Tambahan Revisi 5 452,486,904 8,023,096460,510,000 98.26 %58,344,834 394,142,0700

522191 Belanja Jasa Lainnya 378,033,430 8,006,570386,040,000 97.93 %0 378,033,4300

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,890,000 10,0002,900,000 99.66 %0 2,890,0000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1,280,000 01,280,000 100.000 1,280,0000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70,283,474 6,52670,290,000 99.99 %58,344,834 11,938,6400

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 24,514,479 287,52124,802,000 98.84 %22,405,479 2,109,0000

EBB.951 Layanan Sarana Internal 24,514,479 287,52124,802,000 98.84 %22,405,479 2,109,0000

053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 24,514,479 287,52124,802,000 98.84 %22,405,479 2,109,0000

053.0A Sarpras CPNS dan PPPK 24,514,479 287,52124,802,000 98.84 %22,405,479 2,109,0000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24,514,479 287,52124,802,000 98.84 %22,405,479 2,109,0000

WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan 10,544,545 583,45511,128,000 94.76 %10,544,545 00

QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 10,544,545 583,45511,128,000 94.76 %10,544,545 00

QDB.002 Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan 10,544,545 583,45511,128,000 94.76 %10,544,545 00

111 Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan 10,544,545 583,45511,128,000 94.76 %10,544,545 00

111.0A Perdin Rakor PDPB ke Jakarta 10,544,545 583,45511,128,000 94.76 %10,544,545 00

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,544,545 583,45511,128,000 94.76 %10,544,545 00

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir
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